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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dunia bisnis saat ini memang penuh dengan persaingan dan dengan
jenis yang bermacam-macam. Tentunya berhubungan dengan konsumen
selaku pemakai atau pengguna dari produk yang dipasarkan oleh para pengusa
dan pedangan. Oleh karena itu konsumen atau pengguna produk tersebut
memang harus diperhatikan agar tidak mengalami kerugian.
Hukum  perlindungan  konsumen  mendapat  perhatian  khusus  karena
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengatur,
mengawasi, dan mengontrol sehingga tercipta sistem yang kondusif saling
berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan
masyarakat secara luas dapat tercapai.1
Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia  bertujuan
untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  di  Indonesia  dan
menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
382. Pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.2
Perlindungan konsumen melalui Undang-undang inilah yang akan
memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.
1Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), h.3
2Ketentuan Umum atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
2Konsumen perlu mendapat perlindungan karena konsumen memiliki
risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak
konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen  yang lemah,
maka  hak-hak  konsumen sangat riskan untuk dilanggar.3 Seiring  dengan
perkembangan  zaman, maka  kebutuhan  masyarakat yang beraneka ragam
sesuai dengan harkatnya makin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh makin
banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Muncullah berbagai macam
produk elektronik yang  memudahkan  masyarakat,  salah satunya ialah alat
komunikasi seperti telepon selular atau biasa kita sebut dengan handphone.
Handphone merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi
masyarakat saat ini dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, sebab
handphone yang dalam kegunaannya merupakan alat komunikasi yang praktis
dan relatif mudah untuk dibawa kemana-mana dibandingkan dengan alat
komunikasi lainnya. Melalui handphone banyak orang yang dapat tersambung
langsung dengan teman dan keluarga yang tinggalnya jauh dari kita.
Handphone adalah suatu jaringan komunikasi digital yang sampai saat ini
telah menghubungkan ribuan orang bahkan jutaan orang diseluruh negara di
dunia. Untuk pengoperasian handphone tersebut dibutuhkan sebuah kartu dari
operator selular atau provider selular tertentu  yang dengan kata lain disebut
simcard.  Hal  inilah  yang menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk
mempromosikan produknya dan hal ini juga dimanfaatkan  oleh  sebagian
orang  untuk  mencari  keuntungannya  sendiri.
3Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusamedia, 2010), h.1
3Perlindungan konsumen telekomunikasi harus mendapat perhatian
yang lebih serius dari pemerintah supaya konsumen benar-benar memperoleh
perlindungannya secara jelas dan mendapat haknya dengan pasti. Hal ini juga
berpengaruh  besar  terhadap  kepercayaan  konsumen  terhadap  provider-
provider yang ada supaya kepercayaan konsumen terhadap provider selular ini
tidak menjadi berkurang.
Berdasarkan defenisi telekomunikasi yang masyarakatnya adanya
suatu sistem pemancaran, jika ditelaah sistem pengoperasian internet,
khususnya sistem kerja service provider dan penggunaan satelit sebagai
geteway penyaluran data,sistem telematika merupakan bagian dari
telekomunikasi. Dengan demikian, Hukum Telematika merupakan genre dari
Hukum Telekomunikasi.4
Realitas yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru ada beberapa kasus
yang  terjadi  atas  ketidaknyamanan dan ketidakpuasan  konsumen  terhadap
jasa  penyedia layanan telekomunikasi. Beberapa contoh kasus yang dapat
memicu ketidaknyamanan dan ketidakpuasan konsumen pengguna kartu
telepon prabayar antara lain kasus pada pengguna kartu internet 3 berkuota
dan unlimited.  Misalnya kuota 2 GB yang digunakan unlimited, setelah
digunakan tiba-tiba saja kuota tersebut habis, pada hal pemakaiannya belum
sampai satu minggu digunakan. Setelah dilakukan complain pada operator
dilakukan pengecekan ternyata kuota yang terpakai baru 500 MB, selanjutnya
pihak operator meminta untuk menunggu untuk penyesuaian agar sisa kuota
4 Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2005), h.14
4tersebut dimasukkan kembali. Akan tetapi sampai saat ini juga tidak masuk-
masuk, setiap kali ditanya konsumen diminta untuk menunggu saja dan jika
menghubungi customer service juga  menggunakan  pulsa, tentu hal ini sangat
merugikan konsumen pengguna kartu prabayar.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nokia Siemen Network
menyebutkan bahwa sekitar  6400  pengguna telepon  seluler  (ponsel)  di
tujuh  negara  siap berganti operator yang dipakai dalam 12 bulan mendatang.5
Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpuasan  pelanggan  terjadi karena  jaringan
operator  yang  buruk,  skema  tarif  yang  tidak menguntungkan, biaya
perangkat dan layanan suara mahal. Dalam laporan penelitian disebutkan lebih
dari separuh responden pernah berganti  operator,  namun  40  persen  dari
total  responden  merupakan pengguna berat layanan khusus seperti layanan
berbasis data. Sekitar 60 persen dari pengguna ponsel pintar (smartphone)
yang diteliti di pasar negara berkembang menginginkan kualitas jaringan yang
lebih baik. Laporan penelitian itu juga menyebutkan sekitar 45 persen dari
responden di pasar negara berkembang bersedia membayar lebih untuk
mendapatkan layanan jaringan  khusus  seperti  paket-paket  keamanan  atau
layanan berbasis global potitioning system (GPS).
Kasus lainnya juga terjadi pada tanggal 3 April 2014 dimana terjadi
gangguan jaringan yang diketahui disebabkan oleh human error karena
adanya kesalahan routing dan meyebabkan kekacauan internet dan seluler.
5 Desy Saputra, Ribuan Pemakai Ponsel Ganti Operator.
http://www.antaranews.com/berita/302689/ribuan-pemakai-ponsel-ganti-operator, diunduh 27
Februari 2015.
5Bagi dunia usaha gangguan ini tentu saja menghambat kelancaran usaha,
karena komunikasi memiliki peranan penting untuk berhubungan dengan
konsumen, supplier, distributor, karyawan, dan sebagainya. Tidak berjalannya
proses komunikasi dengan baik dipastikan memberikan kerugian kepada para
pelanggan Indosat. Untuk itu pihak Indosat telah berbesar hati mengakui
kesalahan yang merugikan konsumen dan bersedia memberikan ganti rugi
kepada para pelanggan yang telah dirugikan, akan tetapi tidak sepenuhnya
ganti rugi tersebut dipenuhi sebagaimana janjinya kepada pelanggan Indosat.6
Konsumen sebenarnya berhak mendapat perlindungan dari hal
ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam hal penggunaan kartu telepon
seluler, seperti kartu telepon seluler prabayar. Penggunaan kartu telepon
seluler prabayar bukan hanya bisnis semata karena itu harus mendapat
pengawasan yang ketat karena hal ini tidak lepas untuk mensejahterakan
masyarakat atau konsumen tersebut. Adanya perlindungan hukum dan
tanggung jawab yang kuat dari provider selular dalam masalah
ketidaknyamanan konsumen dan perlindungan konsumen.
Dari peristiwa di atas yang terkena dampak buruknya adalah
masyarakat sebagai konsumen pengguna provider tersebut. Pasal 1 butir 2
Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 menentukan bahwa konsumen adalah
setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya Pasal 1 butir
6 Tuty, Tanggapi Keluhan Pelanggan, Indosat Beri Ganti Rugi bonus Pulsa
http://citydirectory.co.id/main/read/tanggapi-keluhan-pelanggan-indosat-beri-ganti-rugi-bonus-
pulsa, diunduh 27 Februari 2015.
64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dimaksud dengan barang
adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh konsumen. Kedua pengertiaan di atas jika  dikaitkan antara ketentuan
Pasal 1 butir 2 dan 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, maka para
pengguna  kartu  prabayar  merupakan  konsumen  yang  harus mendapatkan
jaminan perlindungan dari pegusaha penyedia jasa telekomunikasi.
Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Berdasarkan  bunyi pasal tersebut maka provider sebagai salah satu
perusahaan dapat dikatakan  sebagai  pelaku  usaha.  Sebagai  pelaku  usaha,
maka provider bertanggung jawab terhadap produk atau kualitas layanan jasa
telekomunikasi yang disediakannya,  salah  satunya  adalah  layanan  kartu
telepon seluler prabayar.
Dengan adanya provider selular sebagai produsen dari produk yang
digunakan masyarakat umum dan konsumen yang menggunakan produk dari
provider selular berupa simcard, hal ini seharusnya di antara mereka memiliki
hubungan timbal balik diantara keduanya yaitu hubungan yang saling
menguntungkan  satu  sama  lain,  provider  membutuhkan  konsumen  supaya
7simcard-nya dipakai dan konsumen membutuhkan simcard itu yang berupa
pulsa untuk melakukan telekomunikasi kepada masyarakat yang lain. Tapi
pada kenyataannya, konsumen sering dirugikan oleh pihak provider selular
yaitu  terjadi  berbagai  gangguan/kasus  yang  timbul  atas  penggunaan  kartu
tersebut. Kasus ini sangat merugikan pihak konsumen sebagai pemakai dari
simcard tersebut.7
Dari kasus ini korban mempunyai hak dan kewajibannya sebagai
konsumen  yang  dapat  diperjuangkan  seperti  yang  diatur  dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999  Pasal 4 dan Pasal 5 meyatakan, bahwa hak
konsumen yang berkaitan dangan permasalahan di atas antara lain hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk diperlakukan
atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ini juga mengatur
tentang hak dan kewajiban produsen Pasal 6 dan Pasal 7. Kewajiban produsen
selaku provider yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan
7Gunawan Widjaja dan Ahmad, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2010), h.50
8penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, memberi
kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Akan
tetapi dalam implementasinya, kecenderungan konsumen dirugikan, berbagai
keluhan yang diajukan konsumen terhadap provider, misalnya berkurangnya
pulsa secara tiba-tiba (aksi penyedotan pulsa), dan isi kuota yang tidak sesuai
dengan nilai yang tertera pada label tidak mendapatkan penanganan
sebagaimana mestinya.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur juga tentang
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 sampai pasal 17. Perbuatan
yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya adalah pelaku usaha dilarang
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak
sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak
sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku usaha dalam
wmenawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat
pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu
barang dan/atau jasa.
9Undang-undang ini juga mengatur tentang  tanggung  jawab pelaku
usaha Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan, bahwa
Tanggung jawab pelaku usaha antara lain pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
Apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang
mengomsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan
mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata
konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu,
undang-undang perlindungan konsumen ini dapat memberikan perlindungan
yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka
seharusnya pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian
ganti rugian kepada konsumen adalah 7(tujuh  hari setelah terjadinya kerugian,
dan bukan 7(tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.8
Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ialah tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut, beban
pembuktian “kesalahan” yang berdasarkan pasal 1865 kitab undang-undang
8 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta: Rajawali
Pers, 2010), h.127
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hukum perdata dibebankan kepada pihak yang dirugikan (dala hal ini
konsumen), tetapi demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku usaha. Undang-
undang tentang perlindungan konsumen memberikan kemudahan bagi
konsumen yang dirugikan, untuk meminta pertanggungjawaban dan sekaligus
ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.9
Dengan adanya Undang-undang ini seharusnya dapat digunakan
sebagai sarana hukum untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan uraian
dan pemaparan yang dikemukakan di atas, sangat penting untuk mengetahui
secara mendalam berkenaan tentang bentuk tanggung jawab provider Indosat
terhadap pengguna kartu prabayar (pemakai kartu simcard).
Hal tersebut di atas yang mendasari penulis untuk melakukan
pengkajian secara mendalam untuk membahas masalah tentang
“PERTANGGUNGJAWABAN PROVIDER INDOSAT TERHADAP
KONSUMEN PENGGUNA KARTU PRABAYAR DI KOTA
PEKANBARU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999”.
B. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah, dapat mencapai sasaran yang
diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi permasalahan ini,
yaitu yang berhubungan dengan pelayanan, penggantian dari provider Indosat,
upaya yang dilakukan, serta solusi untuk mengatasi keberatan yang diajukan
oleh pelanggan atau konsumen pengguna kartu prabayar Indosat Pekanbaru.
9 Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku Usaha dan Kegiatan
Ekonomi (Yogyakarta : Graha llmu,2009) h. 267
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan
pokok dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban provider Indosat terhadap
konsumen pengguna kartu prabayar di Kota Pekanbaru menurut Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh provider Indosat dalam mengatasi
ketidaknyamanan dan ketidakpuasan konsumen pengguna jasa layanan
kartu prabayar di Kota Pekanbaru ?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Dari permasalahan di atas, dapat ditentukan tujuan penelitian ini
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban provider Indosat terhadap
konsumen pengguna kartu prabayar di Kota Pekanbaru menurut Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh provider Indosat dalam
mengatasi ketidaknyamanan dan ketidakpuasan konsumen pengguna jasa
layanan kartu prabayar di Kota Pekanbaru.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi
pemerintah guna meningkatkan pengawasan dan penegakkan atas
pelaksanaan hukum perlindungan konsumen dan bagi pengusaha jasa
telekomunikasi, mendapatkan  masukan untuk meningkatkan keamanan
12
dan kepercayaan terhadap perusahaan miliknya, sehingga konsumen
percaya dan loyal terhadap jasa telekomunikasi yang digunakannya.
2. Penelitian ini sabagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar
sarjana Ilmu Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN
Susqa Riau.
3. Untuk menambah wawasan penulis untuk lebih memahami hukum tentang
perlindungan konsumen terutama konsumen pengguna jasa layanan kartu
seluler prabayar.
E. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunaka langkah-langkah
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis
dimana penulis turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data
yang akan dijadikan bahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Data tersebut
diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang ada kaitannya
dalam penelitian.
Sedangkan dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas
dan rinci mengenai pertanggungjawaban provider Indosat terhadap
konsumen pengguna kartu prabayar.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Indosat Pekanbaru. Adapun alasan
penulis memilih lokasi ini karena banyaknya pengguna kartu prabayar
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yang mengajukan keberatan terhadap provider Indosat, karena kartu
prabayar yang digunakan bermasalah dengan jaringan  dan kuotanya yang
digunakan depat habis. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui hal
tersebut melalui suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah provider Indosat pada bagian
customer service di Kota Pekanbaru sebanyak 2 orang dan konsumen
pengguna kartu prabayar Indosat di Kota Pekanbaru yang mengajukan
keberatan dari bulan Januari sampai dengan Bulan Juni Tahun 2015 adalah
sebanyak 10 orang. Keseluruhan dari populasi tersebut dijadikan sampel
dalam penelitian ini.
Adapun tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara
purposive sampling, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang
dijadikan sampel adalah yang dianggap dapat memberikan yang data
dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara
melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu melalui wawancara
kepada karyawan provider Indosat pada bagian customer service, dan
melakukan penyebaran angket kepada konsumen pengguna kartu
prabayar Indosat, yang berhubungan dengan tanggung jawab provider,
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dan usaha provider untuk memberikan kenyamanan kepada
pelanggan.10
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku
literatur yang berkaitan tentang usaha jasa telekomunikasi, Undang-
undang perlindungan konsumen, dan data-data pendukung lainnya
berupa deskripsi wilayah atau lokasi penelitian.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses
pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena
yang terjadi di lapangan.
2) Angket, yaitu penyebaran daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan untuk pengguna kartu prabayar, yang berhubungan
dengan permaslahan yang diteliti.
3) Wawancara, yaitu suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang
dilakukan oleh peneliti dengan karyawan provider Indosat pada
bagian customer service dan konsumen pengguna kartu prabayar
Indosat yang berkaitan dengan permasalahan pokok dalam
penelitian ini.11
4) Studi kepustakaan, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan
dengan permasalahan yang sedang diteliti.
10 Zainuddin ali, Metode penelitian hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 106.
11 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Pers, 2007), h 24
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5. Metode Penulisan
Setelah data tersebut ditelaah untuk menjawab permasalahan
penelitian ini, kemudian data tersebut akan disusun dengan menggunakan
metode, yaitu:
a) Metode Induktif, yaitu mengambil data yang dianggap berkenaan
dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan ditarik
kesimpulan yang bersifat umum.
b) Metode Deskriptif yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Mengenai
uraian sistematika pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:
BAB I. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II. Dalam bab ini memuat tentang tinjauan secara umum tentang
lokasi penelitian. Terdiri dari gambaran Indosat Pekanbaru, bidang
usaha Indosat, dan struktur organisasi Indosat.
BAB III. Dalam bab ini memuat tentang tinjauan teoritis. Terdiri dari
pengertian perlindungan konsumen, perkembangan konsumen di
Indonesia, ruang lingkup hukum konsumen, dan posisi konsumen.
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BAB IV. Dalam bab ini memuat tentang hasil pembahasan mengenai
pertanggungjawaban provider Indosat Pekanbaru terhadap
konsumen pengguna kartu prabayar menurut Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan upaya
yang dilakukan oleh provider Indosat Pekanbaru dalam mengatasi
ketidaknyamanan konsumen pengguna jasa layanan kartu
prabayar.
BAB V. Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang
merupakan uraian ringkas terhadap jawaban permasalahan yang
dikemukakan serta saran-saran yang mendukung.
